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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektivan pelatihan keuangan
dalam meningkatkan pelaporan keuangan dana desa Kecamatan Alian. In-
forman penelitian adalah yang terlibat langsung dalam pelatihan keuangan dan
yang memahami pelaporan keuangan desa yang akuntabel dan transparan yaitu
Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Data dikumpulkan dengan
observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan melakukan re-
duksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menun-
jukan (1) Pelatihan keuangan yang dilakukan perangkat desa Kecamatan Alian
sudah efektif. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan yaitu dengan membu-
at pelaporan keuangan sesuai peraturan keuangan yang ditentukan pemerintah
dengan melampirkan bukti-bukti serta dokumentasi atas kegiatan yang telah dil-
akukan. Selain itu keterbukaan kepada masyarakat sudah dilakukan oleh
pemerintah Kecamatan Alian melalui musyawarah rencana pembangunan desa,
(2) Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
pelaporan keuangan dana desa di Kecamatan Alian ialah kendala internal, yaitu
usia perangkat desa dan pendidikan. Selain internal, ada eksternal yang disebab-
kan oleh kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah.

Abstract

The purpose of this study was to determine the effectiveness of financial training in improv-
ing financial reporting of village funds in Alian District. Research informants are those who
are directly involved in financial training and who understand accountable and transparent
village financial reporting, namely the Village Head, Village Secretary, and Village Treas-
urer. Data were collected by observation, interviews and documentation. Data were ana-
lyzed by doing data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results
showed that (1) the financial training carried out by village officials in Alian District was
effective. The form of accountability carried out is by making financial reports according to
financial regulations determined by the government by attaching evidence and documenta-
tion of the activities that have been carried out. In addition, transparency to the community
has been carried out by the Alian District government through deliberation on village devel-
opment plans, (2) Obstacles faced in increasing accountability and transparency of village
fund financial reporting in Alian District are internal constraints, namely the age of village
officials and education. In addition to internal, there are external caused by government
policies that often change.
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PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 6 tahun 2014
tentang Desa pada tanggal 15 Januari
2014, mengalami perubahan secara signif-
ikan tentang pengaturan tentang desa. De-
sa-desa di Indonesia akan mengalami regu-
lasi dalam pelaksanaan pembangunan de-
sa, pembinaan kemasyarakatan desa, pem-
berdayaan masyarakat desa berdasarkan
prakarsa masyarakat, dan adat istiadat de-
sa. Seluruh kewenangan dalam penyeleng-
garaan pemerintahan desa diberikan seluas
-luasnya. Termasuk dalam hal pengelolaan
keuangan dana desa yang diberikan dari
pemerintah untuk meningkatkan kese-
jahteraan dalam pembangunan desa. Alo-
kasi Dana Desa (ADD) yang diberikan
oleh pemerintah untuk pembangunan desa
perlu adanya pertanggungjawaban yang
baik dan keterbukaan dari pemerintah desa
dalam pelaporannya, sehingga masyarakat
dapat mengetahui kegunaan atas Alokasi
Dana Desa (ADD) yang telah pemerintah
salurkan untuk desa (acch.kpk.go.id, 2017)

Salah satu kewenangan desa adalah
membuat peraturan tentang Alokasi Dana
Desa (ADD) sebagai bagian dari
kewenangan fiskal desa untuk mengatur
dan mengelola keuangannya. Selain itu
terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2004 tentang Dana Desa yang ber-
sumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang pada Pasal 1 ayat 2
menjelaskan bahwa Dana Desa adalah da-
na yang bersumber dari Anggaran Penda-
patan dan Belanja Negara yang di-
peruntukkan bagi desa yang ditransfer me-
lalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pem-
berdayaan masyarakat.

Boediarso Teguh Widodo selaku
Kepala Badan Analisa Keuangan dan
Moneter mengatakan bahwa Rencana

220

Presiden Joko Widodo membagikan dana
desa sebesar 1,4 Miliar per desa tahun 2018
ditunda. Kebijakan tersebut baru akan tere-
alisasai pada tahun 2019 sesuai dengan jan-
ji politik Presiden Joko Widodo dalam
memberikan Alokasi Dana Desa (ADD)
sebesar 1,4 Miliar (katadata.co.id, 2017).
Kebijakan baru yang direncanakan oleh
Presiden Joko Widodo merupakan ke-
bijakan yang perlu dipersiapkan dengan
matang, tidak hanya melihat dari seberapa
banyak dana yang sudah ada untuk diberi-
kan dan disalurkan kepada tiap desa na-
mun juga perlu diperhatikan kompetensi
dari aparat desa.

Kompetensi aparat desa perlu diper-
hatikan agar pelaporan dana desa dapat
dipertanggungjawabkan. Selain itu,
pelaporan yang dilakukan juga perlu adan-
ya transparansi informasi keuangan desa
berkenaan dengan pemasukan dan penge-
luaran dana tersebut. Menurut Mahmudi
dalam (Eriva, et al., 2013) setiap pengel-
olaan keuangan harus memiliki pemaham-
an yang baik mengenai laporan keuangan
sehingga laporan yang dipublikasikan
dapat disajikan secara wajar terbebas dari
salah saji material sehingga tidak menye-
satkan pembaca dan pengguna laporan.

Laporan keuangan yang kurang baik
dalam pemahamannya akan mengakibat-
kan kesalahan material dalam penyajian
angka, tidak sesuai dengan pelaporan dan
tidak dapat tepat waktu dalam penyam-
paiannya sehingga berdampak buruk bagi
pengguna laporan dan pihak penyaji
laporan itu sendiri. Dana sebesar 1,4 miliar
merupakan dana yang cukup besar bagi
sebuah desa. Hal in1 memiliki konsekuensi
besar dalam proses pengelolaan keuangan
yang seharusnya dapat dikelola secara
profesional, efektif dan efisien, serta akunt-
abel yang didasarkan pada prinsip-prinsip
manajemen publik yang baik.

Manajemen publik terutama
mengenai keuangan Anggaran Dana Desa
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adalah tugas dari Bendahara Desa.
Menurut Ulina (2014) Bendahara Desa
merupakan kepala urusan keuangan yang
mempunyai tugas dan fungsi anatar yakni
mencatat keuangan penerimaan dan penge-
luaran keuangan sesuai dengan anggaran
penerimaan dan belanja desa. Kepala uru-
san keuangan dalam melakukan tugas se-
mestinya memiliki prinsip atau kaidah-
kaidah good governance seperti adanya
partisipasi, transparansi dan pertanggungja-
waban dalam pelaksanaan pemerintahan
dan pembangunan (Irma, 2015).

Pengelolaan ADD sebagai salah satu
pelaksanaan yang perlu dilakukan untuk
pembangunan di desa, sudah seharusnya
memegang teguh prinsip-prinsip yang
merupakan indikator good governance.
Menurut Atmadja dalam Setiawan, et al.,
(2017) akuntabilitas dan transparansi meru-
pakan komponen utama dari good govern-
ance. Transparansi dan akuntabilitas meru-
pakan suatu hal yang sangat penting bagi
pengelolaan keuangan di setiap organisasi,
baik organisasi pemerintah maupun non
pemerintah.

Pelaksanaan akuntabilitas dengan
menjalankan prinsip-prinsip good govern-
ance sangat penting di setiap organisasi
yang meliputi transparansi dan rasa keadi-
lan, hal ini bertujuan agar organisasi terse-
but dipercaya oleh stakeholder, oleh karena
itu setiap organisai di pemerintahan mau-
pun non pemerntahan  diharuskan
melaksanakan prinsip akuntabilitas terse-
but.

Akuntabilitas merupakan prinsip per-
tanggungjawaban publik yang berarti bah-
wa proses penganggaran keuangan mulai
dari proses perencanaan, penyusunan, dan
pelaksanaan harus benar-benar dapat
dilaporkan dan dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat. Masyarakat tidak han-
ya memiliki hak untuk mengetahui ang-
garan tersebut tetapi juga berhak untuk
menuntut pertanggungjawaban atas
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rencana ataupun pelaksanaan anggaran
tersebut (Setiawan, et al., 2017)

Pelaksanaan dana ADD  dapat
dikatakan akuntabel dari dari sisi akunta-
bilitas kebijakan, dimana pemerintah desa
telah melaksanakan prosedur pencairan,
penyaluran ADD dan  pelaksanaan
kegiatan ADD sesuai dengan peraturan
Bupati setempat dan Undang-undang RI
No. 6 Tahun 2014. Adapun penetapan ke-
bijakan, program dan kegiatan sesuai
dengan esensi masalah dan prioritas kebu-
tuhan masyarakat desa. Namun, pelaksa-
naan ADD dari sisi administrasi pengel-
olaan dana ADD masih diperlukan adanya
perbaikan terutama dalam hal kecukupan
sistem informasi akuntansi dan prosedur
administrasi (Kholmi, 2016)

Pengelolaan ADD tidak cukup hanya
dipertanggungjawabkan saja, namun juga
diperlukan adanya keterbukaan kepada
masyarakat dengan salah satu prnsip good
governance yang dinamakan transparansi.
Menurut Setiawan, et al., (2017) bahwa
transparansi adalah prinsip keterbukaan
yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapatkan akses infor-
masi seluasnya-luasnya. Adanya tran-
paransi akan memberikan informasi yang
dapat diakses oleh masyarakat tentang
penyelenggaraan pemerintah yakni berupa
kebijakan, proses pembuatan dan pelaksa-
naannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
Pengelolaan keuangan sangat diperlukan
transparansi ini untuk membuktikan tereal-
isasinya suatu kegiatan dengan penge-
luaran-pengeluaran yang dilakukan dari
alokasi dana yang telah pemerintah beri-
kan. Sehingga akan tumbuh kepercayaan
masyarakat kepada aparat desa yang telah
mengelola dan tidak ada timbul rasa
kecurigaan dalam masyarakat akan penye-
lewengan dana desa.

Laporan keuangan yang berkualitas
menunjukkan bahwa Kepala Daerah ber-
tanggungjawab sesuai dengan wewenang
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yang dilimpahkan kepadanya dalam
pelaksanaan tanggung jawab, mengelola
organisasi. Kualitas merupakan suatu
penilaian terhadap output pusat per-
tanggungjawaban atas suatu hal, baik itu
dilihat dari segi yang berwujud seperti ba-
rang maupun segi yang tidak berwujud,
seperti suatu kegiatan.

Tujuan pelaporan keuangan
pemerintah daerah adalah  untuk
menyajikan informasi yang berguna untuk
pengambilan keputusan, alat akuntabilitas
publik, dan untuk memberikan informasi
yang berguna untuk mengevaluasi kinerja
organisasi. Informasi dalam laporan keu-
angan harus relevan untuk memenuhi
tujuan laporan keuangan pemerintah, na-
mun tidak dapat sepenuhnya memenuhi
tuyjuan tersebut. Informasi tambahan, ter-
masuk laporan non keuangan, dapat
dilaporkan bersama-sama dengan laporan
keuangan untuk memberikan gambaran
yang lebih komprehensif mengenai aktivi-
tas suatu entitas pelaporan selama satu
periode Arsyiati dalam (Setyowati, et al.,
2016)

Sementara itu, untuk meningkatkan
akuntabel dan transparansi pelaporan dana
desa diperlukan pemahaman dari pengelola
keuangan. Seperti yang di kemukakan oleh
Mahmudi dalam Murina & Rahmawaty,
(2017) bahwa setiap pengelola keuangan
harus memiliki pemahaman yang baik
mengenai laporan keuangan sehingga
laporan keuangan yang dipublikasikan
dapat disajikan secara wajar terbebas dari
salah saji yang material sehingga tidak me-
nyesatkan pembaca dan pengguna laporan.
Tanpa pemahaman laporan keuangan yang
baik mengakibatkan laporan keuangan
yang dipublikasikan terdapat kesalahan
material dalam penyajian angka, tidak
sesuai dengan pelaporan dan tidak tepat
waktu dalam penyampaiannya sehingga
berdampak buruk bagi pengguna itu
sendiri.
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Pemahaman perangkat desa mengenai
konsep dari pelaporan keuangan itu sendiri
membutuhkan kompetensi dari Sumber
Daya Manusia yang ada. Kompetensi
Sumber Daya Manusia mencakup kapa-
sitasnya yaitu kemampuan seseorang atau
individu, suatu organisasi, atau suatu sis-
tem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau
kewenangannya untuk tujuannya secara
efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat
sebagal kemampuan untuk mencapai kiner-
ja, untuk menghasilkan keluaran dan hasil.
Roviyantie dalam (Setyowati, et al., 2016)

Peningkatan = kompetensi  dalam
pengelola keuangan sebagaimana
dikemukakan oleh (Syarifudin, 2014) bah-
wa keberhasilan suatu organisasi dalam
mencapai suatu tujuan sangat ditentukan
oleh kualitas dan kemampuan Sumber
Daya Manusia (SDM) yang berada di da-
lamnya. Peran SDM dalam pengelolaan
laporan keuangan dapat ditekankan pada
pemahaman yang dimilikinya dalam
penyusunan yang benar sesuai dengan
SAP, kemampuannya dalam membuat
laporan keuangan yang dapat dipahami
oleh para pengguna, dan pelaporan yang
dapat dipertanggungjawabkan. Menurut
Moeheriono  dalam  Salmah  (2012)
mengemukakan bahwa kompetensi adalah
karakteristik yang mendasari seseorang
berkaitan dengan efektivitas kinerja indi-
vidu dalam pekerjaannya atau karakteristik
dasar individu yang memiliki hubungan
kausal atau sebagai sebab-akibat dangan
kinerja yang dijadikan acuan, efektif atau
kinerja prima atau superior di tempat kerja
atau pada situasi tertentu.

Menurut Spencer dalam Syarifudin
(2014) bahwa kompetensi terdiri dari lima
karakteristik, yaitu: knowledge, skills, mo-
tives, traits (sifat), self concept (konsep
diri). Kemampuan SDM itu sendiri sangat
berperan dalam menghasilkan informasi
yang berkualitas. Kompetensi SDM dapat
dilihat dari latar belakang pendidikan,
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pelatihan-pelatihan yang penah diikuti, dan
dari keterampilan yang dinyatakan dalam
pelaksnaan tugas Roviyantie dalam
Setyowati, et al., (2016)

Cara yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan kompetensi seseorang ada-
lah dengan adanya pelatihan. Nitisemito
dalam Eriva, et al., (2013) menyatakan
bahwa pemberian pelatihan ditujukan agar
para karyawan dapat menguasai pekerjaan
yang menjadi tanggung jawabnya sehingga
terwujudlah efisiensi dan efektivitas dalam
pelaksanaan tugasnya. Menurut Hariandja
dalam Eriva, et al., (2013) ada beberapa
alasan mengapa pelatihan harus dilakukan
atau menjadi bagian yang sangat penting
dari kegiatan manajemen sumber daya
manusia, diantaranya: pegawai yang belum
memahami secara benar bagaimana
melakukan pekerjaan, adanya perubahan
lingkungan kerja dan tenaga kerja, mening-
katkan daya saing dan penyesuaian ter-
hadap peraturan-peraturan yang ada.
(Wahyuningsih & Kiswanto, 2016) juga
mengemukakan bahwa akuntabilitas keu-
angan desa dipengaruhi oleh bantuan
teknis. Dimana bantuan teknis yang di-
maksud dapat berupa sosialisasi, pelatihan,
dan pembekalan untuk mendukung per-
tanggungjawaban dalam pengelolaan keu-
angan desa.

Menurut Hamalik dalam Aruan &
Aruan (2013) Pelatihan adalah suatu pros-
es yang meliputi serangkaian tindak
(upaya) yang dilaksanakan dengan sengaja
dalam bentuk pemberian bantuan kepada
tenaga kerja yang diberikan oleh tenaga
profesional kepelatihan dalam satuan wak-
tu yang bertujuan untuk meningkatkan ke-
mampuan kerja peserta dalam bidang
pekerjaan tertentu guna meningkatkan
efektivitas dan produktivitas dalam suatu
organisasi. Simamora dalam Salmah
(2012) mengemukakan manfaat pelatihan,
yaitu :1) menciptakan sikap, loyalitas dan
kerjasama yang lebih menguntungkan
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meningkatkan kuantitas dan kualitas
produktifitas, 2) mengurangi waktu belajar
yang diperlukan karyawan agar mencapai
standar-standar  kinerja  yang  dapat
diterima, 3) membantu dalam meningkat-
kan dan pengembangan pribadi karyawan,
4) memenuhi kebutuhan kebutuhan
perencanaan sumber daya manusia.

Penelusuran riset-riset yang ada sebe-
lumnya yang mengkaji tentang akuntabili-
tas dan transparansi dana desa oleh Ri-
yanto (2015) bahwa akuntabilitas finansial
dalam pengelolaan ADD mulai dari
pelaksanaan sampai dengan pencapaian
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
didepan seluruh pihak Pemerintah Desa,
namun belum dapat dipertanggungjawab-
kan kepada seluruh masyarakat. Temuan
Kumalasari & Riharjo (2016) bahwa
pemerintah Desa Bromo telah
melaksanakan prinsip-prinsip transparansi
dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD.
Sedangkan pertanggungjawaban ADD
secara fisik sudah menunjukkan pelaksa-
naan yang transparan dan akuntabel, na-
mun dari sisi administrasi masih diper-
lukan adanya perbaikan sehingga perlu
pembinaan lebih lanjut, karena belum sepe-
nuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan.

Penelitian Kumalasari & Riharjo
(2016) memperoleh hasil bahwa (1) pengel-
olaan dan Alokasi Dana Desa di Desa
Bubunan secara bertahap sudah menerap-
kan prinsip akuntabilitas yang didukung
prinsip transparansi, partisipasi dan respon-
sif. (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa di
Desa Bubunan terdapat kendala-kendala
yang dihadapi berupa lemahnya sumber
daya manusia aparatur desa dalam
melaksanakan tugas mempengaruhi kinerja
pemerintah desa, disamping juga keterlam-
batan dana masuk juga mempengaruhi
pelaksanaan program, dan partisipasi
masyarakat cenderung mempengaruhi
pengelolaan Alokasi Dana Desa. (3)
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Pemerintahan desa yang tidak transparan
dan  akuntabel akan  menimbulkan
kecurigaan dan  ketidak  percayaan
masyarakat terhadap pemerintahan desa
(Putra, et al., 2017).

Penelitian sebelumnya mengungkap-
kan sudah akuntabel dan transparan dalam
pengelolaan laporan keuangan. Namun,
tingkat akuntabel dan transparansi juga di-
pengaruhi dari pengelola keuangan yang
memiliki kompetensi, sebagaimana yang
dikemukakan oleh Nitisemito dalam Eriva,
et al., (2013) menyatakan bahwa pem-
berian pelatihan ditujukan agar para karya-
wan dapat menguasai pekerjaan yang men-
jadi tanggungjawabnya sehingga terwujud-
lah efisiensi dan efektivitas dalam pelaksa-
naan tugasnya.

Temuan Eriva, et al., (2013) bahwa
pelatihan berpengaruh terhadap pemaham-
an laporan keuangan. Temuan Murina &
Rahmawaty (2017) bahwa kualitas pelati-
han berpengaruh terhadap pemahaman
laporan keuangan desa. Penelitian yang
telah dilakukan oleh Eriva, et al., (2013)
menunjukkan  bahwa pelatihan  ber-
pengaruh terhadap pemahaman laporan
keuangan daerah Pemerintah Aceh. Suatu
hambatan besar dalam meraih kinerja yang
baik jika pegaawai tidak memiliki kualifi-
kasi/ketrampilan yang memadai dan be-
lum memahami secara benar pekerjaannya.
Untuk mengatasi hambatan tersebut perlu
di adakannya pelatihan. Adapun temuan
Almanidar dalam Eriva, et al., (2013)
mengemukakan bahwa di Pemkab Pidie
menunjukkan hasil bahwa pendidikan dan
pelatihan (diklat) yang diikuti kurang ber-
pengaruh terhadap pemahaman aparatur
atas proses penyusunan laporan keuangan.
Umumnya hal tersebut terjadi karena diklat
yang ditkuti kurang menyentuh substansi
serta waktu diklat yang terlalu singkat. Dua
penelitian tersebut memiliki hasil yang ber-
tolak belakang mengenai pelatihan.

Temuan Putra, et al., (2017)
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menyarankan bahwa untuk kinerja dari
aparatur desa perlu terus ditingkatkan
dengan mengikuti pelatihan agar mening-
katkan kemampuan dalam menjalankan
kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa.
Kemampuan yang dimiliki oleh aparat de-
sa akan meningkatkan pula akuntabilitas
dan transparansi dalam pelaporan keu-
angan dana desa.

Kabupaten Kebumen merupakan ka-
bupaten yang memperoleh hasil opini
wajar, tanpa pengecualian (WTP) atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Tahun Anggaran 2017 yang diau-
dit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan
(BPK) RI. Prestasi tersebut merupakan
yang pertama pasca Operasi Tangkap Tan-
gan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) pada tahun 2016. Pj Sekda
Mahmud Fauzi menyatakan bahwa Kabu-
paten Kebumen sudah tidak ada lagi
temuan seperti aset yang bermasalah. Se-
mentara itu, hasil dari pemeriksaan yang
dilakukan BPK memberikan pendapat,
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas
laporan keuangan Pemkab Kebumen tahun
anggaran 2017. Namun BPK masih
menemukan adanya kelemahan sistem
pengendalian penyusunan laporan keu-
angan. Diantaranya, pengelolaan pendapa-
tan asli daerah belum memadai. Yaitu,
pengelolaan retribusi pelayanan pasar be-
lum memadai, pengelolaan retribusi tempat
rekreasi dan olahraga belum memadai
pemanfaatan komplek kantor Tourist Infor-
mation Center (TIC) Gombong belum
dipungut retribusi daerah
(Kebumenekspres.com).

Berdasarkan data yang diperoleh,
Kebumen masih memiliki kelemahan da-
lam pengelolaan keuangan. Yang mana
pengelolaan tersebut semestinya dapat dil-
akukan oleh perangkat desa. Hasil
penelitian dari (Khusniyatun, 2016) di Ka-
bupaten Kebumen mengenai determinan
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
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memperoleh hasil (1) Bimbingan teknis
tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas
pengelolaan keuangan desa, (2) Pemaham-
an tugas pokok dan fungsi (tupoksi) da-
lam  organisasi berpengaruh terhadap
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa,
(3) Pemahaman mekanisme pena-
tausahaan keuangan desa berpengaruh
terhadap akuntabilitas pengelolaan keu-
angan desa, (4) Bimbingan teknis, pema-
hahaman tugas pokok dan fungsi
(tupoksi) dalam organisasi dan pema-
haman mekanisme penatausahaan keu-
angan secara bersama-sama berpengaruh
terhadap akuntabilitas pengelolaan keu-
angan desa.

Kelemahan yang masih ada di Kabu-
paten Kebumen ialah dalam pengelolaan
pelaporan keuangan, padahal di Kabupat-
en Kebumen khususnya Kecamatan Alian
sudah melakukan pelatihan keungan setiap
tahunnya. Oleh karena itu, penulis ingin
meneliti bagaimana keefektivan dari pelati-
han yang sudah dilakukan di Kecamatan
Alian, sehingga pelaporan keuangan desa
dapat akuntebel dan transparan.

Penelitian yang sudah dilakukan, be-
lum ada penelitian bagaimana efektivitas
dari pelatihan keuangan yang dilakukan
untuk pelaporan keuangan desa, dimana
beberapa peneliti seperti Putra, et al.,
(2017) yang menyarankan adanya pelati-
han, dan Setiawan, et al., (2017) juga
menyarankan untuk lebih meningkatkan
Sumber Daya Manusia yang ada di desa.

Kabupaten Kebumen terdiri atas 26
Kecamatan. Kecamatan Alian merupakan
salah satu kecamatan di Kabupaten Kebu-
men yang sudah melakukan pelatihan keu-
angan. Jarak ke kota Kebumen tidak jauh
sekitar 11 kilometer melalui Sruni. Pelati-
han keuangan sudah sering diaksanakan,
hampir setiap tahun untuk perangkat desa
di Kecamatan Alian. Pelatihan keuangan
terakhir dilakukan di Aula Kecamatan Ali-
an pada bulan Desember 2017. Setiap desa
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wajib mengikuti pelatihan yang diadakan
oleh Dispermades Kebumen.

Penelitian ini bertujuan untuk menge-
tahui efektivitas pelatihan keuangan dalam
meningkatkan akuntabilitas dan pelaporan
keuangan dana desa Kecamatan Alian.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian
deskriptif kualitatif. Informan penelitian
adalah yang terlibat langsung dalam pelati-
han keuangan dan yang memahami
pelaporan keuangan desa yang akuntabel
dan transparan yaitu Kepala Desa, Sekreta-
ris Desa, dan Bendahara Desa. Data dik-
umpulkan dengan observasi, wawancara
dan dokumentasi. Data dianalisis dengan
melakukan reduksi data, penyajian data
dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Alian merupakan kecama-
tan yang sudah melakukan pelatihan keu-
angan setiap tahun bagi perangkat desa.
Tujuan diadakannya pelatihan keuangan di
Kecamatan Alian ialah untuk meningkat-
kan kinerja dari perangkat desa sehingga
mampu menambah wawasan dan penge-
tahuan dalam pelaporan keuangan desa
secara lebih akurat dan sesuai dengan pera-
turan yang berlaku. Dengan pelaporan keu-
angan desa yang dilaporkan tentu akan
meminimalisir penipuan yang terjadi. Apa-
lagi saat ini sudah mulai menggunakan sis-
tem keuangan desa (siskeudes) yang mana
sistem tersebut dapat memudahkan kontrol
pemerintah dalam setiap pelaporan keu-
angan desa dengan aplikasi yang dise-
diakan oleh pihak BPK (Badan Pemerik-
saan Keuangan).

Manfaat pelatihan keuangan ialah un-
tuk meningkatan kemampuan perangkat
desa dalam menjalankan tugas pokok yang
menjadi tanggung jawab kepada masyara-
kat dan pemerintah. Dengan meningkatnya
kemampuan dan  kompetensi  dari
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perangkat desa harapannya dapat menjadi-
kan pelaporan keuangan desa dapat lebih
akuntabel dan transparan.

Di Kecamatan Alian tujuan dari
adanya pelatihan itu sendiri ialah menam-
bah wawasan dan ilmu mengenai pengel-
olaan keuangan desa agar dalam pembu-
atan pelaporan keuangan desa dapat akunt-
abel dan transparan. Di sisi lain, untuk
meningkatkan pelaporan yang akuntabel
dan transparan perlu penunjang dari ting-
kat pemahaman dan pengetahuan yang di-
miliki oleh Sumber Daya Manusia
perangkat desa agar kinerja lebih baik.
Pelatihan keuangan menjadi sangat penting
guna meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi pelaporan keuangan desa se-
bagai pertanggungjawaban pemerintah de-
sa.

Akuntabilitas dan Transparansi
Pelaporan Keuangan Dana Desa

Penerapan good governance dalam
pemerintahan adalah agar operasi dari in-
stansi pemerintah dapat berjalan secara
efektif dan efisien, dan pencapaian sasaran
dari perusahaan dapat tercapai (Sari dan
Raharja dalam Iswahyudi, et al., 2016).
Untuk menerapkan prinsip good govern-
ance ada beberapa pilar umum, dian-
taranya ialah aspiratif, partisipasi, trans-
paransi dan akuntabilitas (Syahdan dalam
Setiawan, et al., 2017). Dalam penelitian
ini mengambil dua prinsip dari good gov-
ernance yaitu akuntabilitas dan trans-
paransi. Akuntabilitas dan transparansi
merupakan komponen utama dalam prin-
sip good governance.

Akuntailitas adalah suatu perwujudan
kewajiban seseorang atau satuan kerja un-
tuk mempertanggungjawabkan pengel-
olaan dan pengendalian sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepadanya dalam rangka pencapaian
tuyjuan yang telah ditetapkan (Daris dalam
Riyanto, 2015). Di Kecamatan Alian da-
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lam mempertanggungjawabkan pelaporan
keuangan desa sudah sesuai dengan
mekanisme dan peraturan yang ada yaitu
Permendagri No.113 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa dan Pera-
turan Bupati Kebumen No.64 tahun 2015
tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ben-
tuk pertanggungjawaban pelaporan keu-
angan di Kecamatan Alian adalah dengan
membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-
bukti pengeluaran seperti: kuitansi, nota,
dan pengeluaran lainnya untuk kebutuhan
kegiatan pembangunan desa. Bukti penge-
luaran seharusnya dikumpulkan dan men-
jadi tanggung jawab Pelaksana Kegiatan
(PK) yang bekerja sama dengan Kepala
Urusan Keuangan.

Lampiran dalam mempertanggungja-
wabkan pelaporan keuangan Kecamatan
Alian selain nota juga dilampirkan doku-
mentasi pembangunan fisik yang sudah ter-
laksana dari 0% sampai dengan 100% yaitu
dokumentasi sebelum pembangunan (0%),
saat penyelenggaraan (50%), maupun saat
pembangunan telah selesai dikerjakan
(100%). Dokumentasi yang ada bertujuan
sebagai bukti realiasasi kegiatan yang telah
dilaksanakan.

Pelaporan  keuangan  pemerintah
merupakan pelaporan yang tidak hanya
ditujukan untuk internal pemerintah desa,
namun juga diperlukan untuk masyarakat
desa. Sebab, uang yang diperoleh dari
pemerintah desa merupakan dana yang di-
peroleh dari pemerintah yang tidak bisa
sembarangan dalam mengeluarkan atau
memakai dana desa. Selain pelaporan se-
bagai bukti pertanggungjawaban,
keterbukaan atau transparansi kepada
masyarakat merupakan hal yang harus dil-
akukan oleh pemerintah desa Kecamatan
Alian. Tujuan dari keterbukaan dalam
pelaporan keuangan dana desa ialah agar
uang atau dana yang telah pemerintah beri-
kan kepada pemerintah desa tersalurkan
dengan baik sesuai dengan apa yang men-
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jadi keterbutuhan setiap desa, bukan ber-
dasarkan nafsu dari perangkat desa. Kare-
na bagaimanapun uang yang diperoleh de-
sa  menjadi  tanggungjawab  untuk
dilaporkan kepada masyarakat agar tahu
kegunaan uang yang diperoleh pemerintah
desa, sehingga tidak ada prasangka dari
masyarakat terhadap dana desa dalam
penyelewengan.

Menurut Setiawan, et al., (2017)
transparansi  adalah  adalah  prinsip
keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan
mendapatkan akses informasi seluas-
luasnya. Di Kecamatan Alian sudah

melakukan keterbukaan terhadap masyara-
kat melalui adanya musrenbangdes
(musyawarah rencana pembangunan desa).
Sebelum adanya musrenbangdes Kecama-
tan Alian sudah melakukan survey terlebih
dahulu untuk mengetahui keterbutuhan
dari setiap dusun dan desa, sehingga dalam
menyusun perencanaan kegiatan desa tidak
sembarangan sesuai dengan keinginan
perangkat desa. Sebab, program kegiatan
yang akan dilakukan oleh desa merupakan
kegiatan untuk mensejahterakan wilayah
desa, baik itu berupa pembangunan,
kesehatan ataupun pendidikan di Kecama-
tan Alian. Dengan mempertimbangkan hal
tersebut sehingga dana yang disalurkan
dari pemerintah kabupaten dapat diper-
tanggungjawabkan dengan jelas
kegunaannya.

Selain merencanakan kegiatan pem-
bangunan dengan masyarakat yang dil-
akukan melalui tingkat RT, RW agar
sesual dengan keterbutuhan dari setiap
wilayah, Kecamatan Alian melakukan
musrenbangdes disebut dengan
musyawarah rencana pembangunan desa.
Musrenbangdes yaitu musyawarah untuk
memaparkan rencana program  atau
kegiatan desa sesuai dengan keterbutuhan
serta anggaran dana untuk setiap kegiatan
yang akan dilakukan. Selain musrenbang-

atau
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des juga ada kegiatan rutin dari setiap desa
sebagai sarana informasi mengenai
kegiatan yang akan dilakukan maupun
kegiatan yang baru saja terlaksana.
Kegiatan rutinan tersebut bisa dalam
kegiatan hajatan, yasinan (kegiatan setiap
malam jum’at) dan kegiatan rutin lain yang
dilakukan di desa Kecamatan Alian.

Keterbukaan kepada masyarakat ada-
lah hal yang penting untuk dilakukan oleh
perangkat desa dalam mempertanggungja-
wabkan keuangan desa. Salah satu hal lain
yang dilakukan perangkat desa Kecamatan
Alian sebagai keterbukaan kemasyarakat
adalah dengan memasang realisasi ang-
garan pembangunan desa pada papan in-
formasi yang ada di depan Kantor Kepala
Desa. Papan informasi berfungsi sebagai
sarana pemerintah desa memberikan infor-
masi baik mengenai rencana, maupun
pelaporan setiap kegiatan yang sudah ter-
laksana kepada masyarakat luar. Terutama
pada masyarakat yang belum bisa ter-
jangkau dalam kegiatan-kegiatan yang su-
dah menjadi sarana perangkat desa dalam
menyampaikan informasi keuangan dan
kegiatan desa. Sebab dalam musrenbang-
des hanya dihadiri oleh tokoh masyarakat,
ketua RT, Ketua RW, Lembaga yang ber-
sangkutan, Karang taruna dan BPD.

Pelaporan keuangan desa yang
berkualitas ditandai dari bagaimana per-
tanggungjawaban tersebut sesuai dengan
tata aturan yang dibuat pemerintah dan
dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat. Sehingga bentuk tanggung ja-
wab tidak hanya untuk pihak dalam, tapi
juga masyarakat luar yang ikut menikmati
hasil dari kegiatan desa/program yang tid-
ak lain tujuannya untuk mensejahterakan
masyarakat desa.

Tanggung jawab yang dilakukan
perangkat desa di Kecamatan Alian untuk

melaporkan  keuangan  desa  sudah
dikatakan akuntabel dan transparan.
Dilihat dar1 bagaimana proses awal
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perencanaan sampai pada pelaporan yang
melibatkan masyarakat untuk mengetahui
kegiatan-kegiatan/program dari
pemerintah desa. Ada keterbukaan kepada
masyarakat sehingga semua hal mengenai
realisasi anggaran yang pernah direncana-
kan diawal bersama dapat dipertanggungja-
wabkan.

Efektivitas Pelatihan Keuangan

Berdasarkan paparan pada hasil
penelitian dipahami bahwa efektivitas
pelatihan keuangan sangat diperlukan da-
lam meningkatkan akuntabilitas dan trans-
paransi pelaporan keuangan dana desa di
Kecamatan Alian yang sekaligus dapat
meningkatkan kompetensi dari perangkat
desa dalam melaksanakan tugas
pemerintah desa. Pelatihan keuangan ada-
lah salah satu sarana yang dilakukan oleh
pemerintah untuk meningkatkan pema-
haman perangkat desa mengenai pengel-
olaan keuangan desa dari mulai
perencanaan, pelaksanaan, maupun
pelaporan keuangan desa.

Dari  pengertian pelatthan yang
dikemukakan oleh Handoko dalam Salmah
(2012) adalah setiap usaha untuk memper-
baiki performasi pekerjaan pada suatu
pekerjaan tertentu yang sedang terjadi
menjadi jawabnya atau suatu pekerjaan
yang ada kaitannya dengan pekerjaan
supaya efektif. Pelatihan biasanya harus
mencakup pengalaman belajar, aktifitas-
aktifitas yang terencana dan desain sebagai
jawaban atas kebutuhan-kebutuhan yang
berhasil diidentifikasikan. Pelatihan dimak-
sudkan untuk memperbaiki penguasaan
berbagai keterampilan dan teknik pelaksa-
naan pekerjaan tertentu, terperinci dan ru-
tin.

Pelaporan keuangan yang dapat diper-
tanggungjawabkan dengan akuntabel dan
transparan tidak lepas dari kinerja
perangkat desa yang baik dalam hal ke-
mampuan, kualitas, dan pengetahuan serta
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tingkat pemahaman dalam menyusun
pelaporan keuangan desa sesuai dengan
aturan pemerintah. Sedangkan tingkat
pemahaman dan pengetahuan perangkat
desa di Kecamatan Alian dapat ditingkat-
kan melalui pelatihan-pelatihan untuk dii-
kuti yang kemudian diaplikasikan. Dalam
menilai keberhasilan dari pelaksanaan
pelatthan  atau  efektivitas  pelatihan
menurut hasil penelitian dari Aruan dan
Aruan (2013) bahwa Efektivitas pelatihan
diperkuat dengan adanya kesadaran dari
dalam diri karyawan untuk melaksanakan
tugasnya dengan baik. Tiga indikator lain,
yaitu metode yang digunakan, instruktur
atau pelatih, serta sarana dan fasilitas.

Efektivitas pelatithan keuangan dalam
meningkatkan akuntabilitas dan trans-
paransi pelaporan keuangan desa di Keca-
matan Alian dilihat dari pelatih yang mem-
berikan materi sudah mudah dipahami,
selain itu juga pelatth sudah diberi
wewenang dari pemerintah sehingga
pelatih yang ditunjuk untuk memberi mate-
ri bukan pelatth yang semabarangan.
Pelatih harus sudah memiliki kompetensi
dan menguasai materi untuk disampaikan
dalam pelaksanakan pelatihan keuangan
desa di Kecamatan Alian.

Selain dari pelatih yang berkompeten,
indikator lain efektivitas pelatihan keu-
angan desa di Kecamatan Alian ialah
metode pengajaran yang digunakan pelatih
dalam menyampaikan materi. Pada tahun
2017 yaitu dilakukan pelatihan keuangan
terakhir, materi pelatihan keuangan yang
disampaikan ialah materi sistem keuangan
desa (siskeudes). Bukti dokumnetasi yang
peneliti dapatkan mengenai materi yang
diampaikan, dapat dilihat pada lampiran
12.

Siskeudes merupakan sistem baru da-
lam pengelolaan keuangan desa dari mulai
perencanaan, pelaksanaan, maupun
pelaporan dengan menggunakan online.
Sistem ini dapat mempermudah perangkat
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desa dalam membuat laporan pertanggung-
jawaban keuangan desa dan mengurangi
kecurangan-kecurangan yang mungkin dil-
akukan oleh perangkat desa. Sedangkan
untuk memahami dalam pelaksanaan
pelatihan keuangan mengenai sistem sis-
keudes yang memerlukan pemahaman
secara mendalam dengan perhatian penuh
pada sistem pelatih memberikan simulasi
cara penggunaan dan diikuti praktek lang-
sung oleh perangkat desa, sehingga setelah
perangkat desa mengikuti pelatihan keu-
angan dapat memahami alur yang
digunakan  oleh  pemerintah  untuk
mewujudkan penggunaan siskeudes.

Adapun indikator lain dari pelatihan
keuangan yang efektif adalah sarana dan
prasarana. Di Kecamatan Alian, dengan
materi pelatihan keuangan pada waktu
pelatihan terakhir di tahun 2017 yaitu sis-
keudes. Pelatihan keuangan sudah
menggunakan sarana dan fasilitas yang me-
madai terutama untuk melakukan praktik
langsung dari perangkat desa yaitu dengan
membawa alat berupa: laptop, flashdisk.
Selain itu ada juga modul yang diberikan
oleh penyelenggara pelatihan untuk
menunjang perangkat desa dalam me-
mahami alur atau proses penggunaan Sis-
keudes.

Berdasarkan penelitian yang telah dil-
akukan peneliti dengan beberapa langkah
dan proses diperoleh hasil bahwa pelatihan
keuangan di Kecamatan Alian Kabupaten
Kebumen sudah baik. Hal tersebut dapat
tampak dari pelatih yang mana langsung
dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),
berarti pelatih sudah memiliki kemampuan
dalam hal keuangan desa sebab mem-
peroleh tugas dari pemerintah daerah.
Kedua, mengenai sarana yang digunakan
dalam pelatihan sudah sesuai dengan mate-
11 yang ingin disampaikan pelatih sehingga
materi dapat ditangkap oleh peserta pelati-
han.

Kendala-Kendala Yang Menjadikan
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Tujuan Dari Pelatihan Keuangan Tidak
Tercapai

Di Kecamatan Alian Kabupaten
pelatthan sudah efektif dilihat dari hasil
penelitian dalam pelaporan keuangan yang
sudah akuntabel dan transparan. Namun,
masih ada perangkat desa yang belum
mumpuni atau kompeten sehingga masih
memerlukan kerja keras dari pemerintah
untuk mengatasi kendala-kendala yang
ada. Kendala tersebut dapat berasal dari
dalam sumber daya manusia perangkat de-
sa itu sendiri (internal) maupun hal lain
yang berasal dari luar (eksternal).

Kendala pertama ialah tingkat pen-
didikan perangkat desa. Perangkat desa
yang sebelumnya tidak memiliki penge-
tahuan mengenai pengelolaan keuangan
otomatis akan merasa sulit dalam me-
mahami disebabkan belum memiliki ilmu
dasarnya. Disamping itu, sudah banyak
perangkat desa yang lulusan sarjana yang
lebih kompeten dalam mengoperasikan
komputer untuk meningkatkan pelaporan
keuangan desa yang akuntabel dan trans-
paran. Sedangkan di Kecamatan Alian rata
-rata  lulusan SD-SMA  sedangkan
perangkat desa yang lulusan sarjana terhi-
tung hanya dua perangkat desa dari 3 desa
yang peneliti peroleh.

Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai
dengan bidang pendidikan akan mengu-
rangi tingkat keterampilannya dalam beker-
ja, seperti yang diungkapkan oleh Syari-
fudin (2014) bahwa seseorang yang mem-
iliki kompetensi akan bekerja dengan
pengetahuan dan keterampilannya sehing-
ga dapat bekerja dengan mudah, cepat, dan
dengan pengalamannya bisa meminimalisir
kesalahan.

Perangkat desa yang bekerja tidak
sesuai dengan bidang pengalaman pendidi-
kan akan menghambat akuntabilitas dan
transparansi pelaporan keuangan dan desa
di Kecamatan Alian. Karena ia belum
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mengatahui dan memahami ilmu dasar
dari pekerjaan yang akan dilaksanakannya.
Sehingga hal ini merupakan tugas besar
pemerintah untuk dapat mengatasi kendala
tersebut. Pelatihan yang telah dilakukan
untuk perangkat desa yang belum cukup
kemampuannya sangat memerlukan kerja
keras agar pemerintah desa di Kecamatan
Alian dapat akuntabel dan transparan da-
lam pelaporan keuangan desa.

Selain itu, usia dari perangkat desa
juga menjadi indikator tidak tercapainya

efektivitas pelatthan keuangan dalam
meningkatkan akuntabilitas dan trans-
paransi  pelaporan  keuangan  desa.

Perangkat desa Kecamatan Alian dari data
tiga desa yang peneliti peroleh dengan
jumlah perangkat desa 43, terdapat 24
perangkat desa yang sudah berusia lebih
dari 45 tahun. Sehingga kemampuannya
pun akan berbeda, disamping itu zaman
yang semakin modern mtnuntut perangkat
desa agar lebih terampil lagi dalam men-
goperasikan komputer. Banyak yang sudah
usia tua dan tidak bisa dalam mengoperasi-
kan komputer. Keterampilan komputer
yang masih terbatas akan menghambat
akuntabilitas dan transparansi pelaporan
keuangan dana desa di Kecamatan Alian
yang mana sekarang adalah zaman yang
hampir dalam segala bidang menggunakan
komputer sebagai sarana teknologi.

Selain kendala diatas, kendala dari
internal pemerintah desa yaitu peraturan
atau kebijakan mengenai pemerintah desa.
Peraturan pemerintah yang sering berubah-
ubah jelas akan menjadikan terhambatnya
pelaporan keuangan yang akuntabel dan
transparan. Ketika perangkat desa sudah
memulai pekerjaannya untuk membuat
pelaporan keuangan namun peraturan
pemerintah berubah tiba-tiba dan harus
segera diberlakukan pada saat itu juga,
maka perangkat desa akan mengganti
pelaporan yang telah disusun sebelumnya,
padahal pengerjaannya sudah hampir
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selesai.

Di  Kecamatan  Alian  sudah
melakukan pendampingan di setiap desa,
baik pendampingan dari desa maupun
pihak kecamatan. Hal tersebut dapat dibuk-
tikan dengan adanya pembagian Pendamp-
ing Lokal Desa (PLD) dari pemerintah
privinsi Jawa Tengah kepada masing-
masing Kecamatan.

Pendampingan tersebut dilakukan un-
tuk memudahkan perangkat desa dalam
menyusun pelaporan keuangan desa, yaitu
ketika Kepala Urusan Keuangan mengala-
mi kesulitan dalam membuat pelaporan
keuangan desa dapat langsung bertanya,
dan selalu ada kontrol dari pendamping.
Hal tersebut dapat menjadi solusi bagi
perangkat desa yang masith memiliki
keterbatasan dalam mengoperasikan kom-
puter.

Pendampingan yang  dilakuakan
secara intensif akan meningkatkan akunta-
bilitas dan transparansi pelaporan keu-
angan desa di Kecamatan Alian Kabupaten
Kebumen.

Meskipun butuh kerja keras yang
lebih, pendampingan dapat menjadi salah
satu bentuk pengawasan dari pemerintah.
Pemerintah juga perlu memperhatikan pen-
didikan dan pengalaman kerja dari
perangkat desa untuk meningkatkan akunt-
abilitas dan transparansi pelaporan keu-
angan desa di Kecamatan Alian yaitu
dengan perekrutan perangkat desa baru
sesuai dengan bidang pekerjaannya. Selain
itu, pemerintah juga perlu konsisten dalam
membuat kebijakan keuangan, sehingga
peraturan dalam penyajian pelaporan keu-
angan tidak secara tiba-tiba diganti teruta-
ma dalam periode berjalan. Sebab, hal ter-
sebut akan menghambat keberhasilan da-
lam  akuntabilitas dan  transparansi
pelaporan keuangan dana desa.

Sesuai dengan pembahasan di atas
pelatthan keuangan di Kecamatan Alian
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sudah efektif dilihat dari pelatih yang dapat
dipahami dalam menyampaikan materi,
metode atau cara penyampaian yang cocok
dengan materi yang diberikan serta sarna
yang telah mendukung keberlangsungan
pelatihan. Selain itu perangkat desa di
Kecamatan Alian memperoleh penge-
tahuan bagaimana mengelola keuangan
dengan baik sesuai dengan aturan yang
ada, dari mulai perencanaan, pelaksanaan
maupun pelaporan keuangan desa.

Pelatihan keuangan dalam meningkat-
kan  akuntabilitas dan  transparansi
pelaporan keuangan desa tahun 2017 di
Kecamatan Alian sudah efektif. Akuntabil-
itas pelaporan keuangan desa di Kecama-
tan Alian dapat dilihat dari penyajian
pelaporan keuangan yang dapat diterima
dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
dengan menggunakan peraturan yang telah
ditetapkan  oleh  pemerintah  yaitu,
Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa dan Pera-
turan Bupati Kebumen No. 64 Tahun 2015
Pengelolaan Keuangan Desa. Selain pera-
turan, pemerintah desa di Kecamata Alian
sudah melakukan dokumentasi dalam se-
tiap kegiatan pembangunan desa baik
dokumentasi dalam keadaan 0%, 50%
maupun 100%. Bukti pengeluaran dalam
setiap kegiatan seperti; kuitansi, nota, fak-
tur, dan sebagainya merupakan salah satu
bentuk pertanggungjawaban pemerintah
desa di Kecamatan Alian dalam
melaksanakan kegiatan desa.

Selain akuntabilitas, hal yang perlu
dilakukan oleh pemerintah desa ialah
transparansi. Dalam hal tranparansi atau
keterbukaan terhadap masyarakat sudah
dilakukan oleh pemerintah desa di Keca-
matan Alian. Bentuk transparansi yang dil-
akukan ialah dengan melakukan survey
terlebih dahulu dalam menentukan rencana
kegiatan baik sosial maupun pembangunan
agar sesuai dengan keterbutuhan masyara-
kat. Kemudian ada Musrenbangdes atau

musyawarah rencana pembangunan desa
yang dihadiri oleh tokoh desa, lembaga de-
sa, karang taruna, ketua RT dan Ketua
RW, maupun pihak BPD sebagai wakil
rakyat. Selain itu untuk memberitahukan
informasi keuangan lebih luas terhadap
masyarakat umum yaitu dengan adanya
papan informasi di depan Kantor Kepala
Desa.

SIMPULAN

Simpulan penelitian ini yaitu (1)
pelatihan keuangan yang telah diikuti oleh
perangkat desa Kecamatan Alian sudah
efektif. (2) Kendala yang dihadapi dalam
meningkatkan akuntabilitas dan trans-
paransi pelaporan keuangan dana desa
Kecamatan Alian terdapat dua kendala,
yaitu kendala internal dan kendala ekster-
nal. Kendala Internal berasal dari
perangkat desa yang memiliki latar
belakang pendidikan tidak sesuai dengan
bidang pekerjaannya, usia yang sudah tid-
ak lagi muda sehingga berpengaruh dalam
pengelolaan sistem. (3) Adapun upaya
yang dilakukan setelah adanya pelatihan
keuangan adalah dengan diadakan pen-
dampingan secara terus menerus kepada
perangkat desa dengan beberapa pendamp-
ing yang sudah ditugaskan dari Kecamatan
Alian.
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